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KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil

laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah
DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tentang
usulan raperda inisiatif DPRD Tahun 2018 maka
perlu adanya penetapan Rancangan Peraturan
Daerah Inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara;

bahwa sebagaimana di maksud huruf a tersebut
di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 1959, tentangPenetapan Undang-undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
sebagai Undang-undang (Lembaran Negara
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1820);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan  Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82;Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);



10.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

8 Tahun 2002 tentang Perubahan nama
Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai
Kartanegara (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 13 );

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 140);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5104;



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

11.

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun
2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
(Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2016 Nomor 1);

Rapat Paripurna ke — 16 Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara hari rabu

tanggal 20 Desember 2017 tentang

1. Penyampaian dan Pengesahan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah bersama Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2018

2. Laporan BAPEMPERDA terhadap Usulan
Rancangan Peraturan Daerah Inisiasi DPRD
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018
menjadi Skala Prioritas Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Usulan Raperda Inisiasi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2018 menjadi skala prioritas
tentang Penetapan Usulan Raperda Inisiasi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tentang Penetapan Usulan Raperda
Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 ini.,
Bisa berubah berdasarkan ketentuan peraturan
perundang — undangan;



KETIGA . Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 20 Desember 2017
eRD Ka
KETUA /’a“ AKILAN RAKYAT DAERAH

S

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. PIt. Bupati Kab. Kutai Kartanegara di- Tenggarong

2. Ketua Bapemperda Kab. Kutai Kartanegara di - Tenggarong
3. Arsip



